
 

 

 

  

KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR : B-119/UM/DPPKB/000.8.3.4/5/2026 

 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
 

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik 
sesuai asas pemerintahan yang baik diperlukan standar 
norma pengaturan yang jelas; 

 b. 
 
 
 

 
 

c. 

bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para 
pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Kutai Kartanegara maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan 
Publik; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b 
diatas, perlu menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang 
Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara. 

  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

 2. Undang-Undang RepubliK Indoneasi Nomor 52 Tahun 2009 
Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga; 
 

 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
 
 
 
 



 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

   

 7. 
 

 
 

9. 
 

 
 

10. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan; 
 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
 

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar 
Pelayanan Publik; 
 
 

 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana. 
 
 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian 
tak terpisahkan dari keputusan ini; 
 
 

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai 
berikut : 
A. Pelayanan MKJP ( Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) 
B. Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontraspesi (ALOKON) 
 

 

KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib 
dilaksanakan oleh penyelenggara dan dijadikan acuan dalam 
penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; 
 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

  
 

 

Ditetapkan di :Tenggarong 
Pada Tanggal  :5 Mei 2026 
 
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk 
Dan Keluarga Berencana 
 
 
 
MAMAN SETIAWAN, ST.,MT 
NIP. 19701005 199903 1 011 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN I : 
Nomor     : B-119/UM/DPPKB/000.8.3.4/5/2026 
 

STANDAR PELAYANAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANDAR PELAYANAN KB MKJP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


